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IV.1 Kesimpulan 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 

merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata 

kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara 

komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan 

dan mengelola risiko kecelakaan. Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan 

Umum bertujuan untuk : 

1. Mencegah kerugian perusahaan karena kejadian yang tidak diinginkan 

seperti kecelakaan. 

2. Melancarkan sistem transportasi dan meningkatkan kelancaran 

perekonomian. 

3. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 

4. Menjaga keselamatan melalui pemenuhan dokumen SMK PAU. 

Manfaat dari Sistem Manajemen Keselamatan bagi perusahaan 

angkutan umum adalah sebagai berikut : 

1. Mengurangi kerugian finansial karena terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

2. Dilakukan pencegahan dan pengendalian kerugian sarana produksi. 

3. Mendorong produktifitas perusahaan secara optimal. 

4. Meningkatkan efisiensi perusahaan. 

IV.2 Saran 

Berdasarkan praktek yang telah penulis laksanakan kurang lebih 3 

bulan di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, penulis mempunyai 

beberapa saran, yaitu: 

1. Pembentukan tim Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 

Angkutan Umum untuk melakukan penilaian dan pengawasan 

Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum di wilayah 

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 

2. Membuat website khusus untuk dokumen Sistem Manajemen 

Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Hal ini akan mempermudah 

dalam perusahaan melakukan pengajuan untuk pengiriman dokumen 

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. 

3. Menambah sumber daya manusia Badan Pengelola Transportasi 

Jabodetabek yang memiliki sertifikat penilai Sistem Manajemen 
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Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum agar pengawasan 

Perusahaan Angkutan Umum dan pelaksanaan bimbingan penyusunan 

dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan 

Umum efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. 

4. Mewajibkan seluruh penyedia layanan transportasi Angkutan Umum di 

wiliayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menyusun dan 

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan 

Umum. 

5. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan umum barang dan 

orang di wilayah Jakarta, Bogor Depok, Tangerang dan Bekasi tentang 

pentingnya penerapan Sistem Manajemen Perusahaan Angkutan umum 

sebagai investasi Perusahaan. 
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